SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai arah kebijakan dan sasaran pokok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Bogor Tahun 2005-2025, perencanaan
pembangunan tahunan Kota Bogor harus mengacu
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah
Propinsi Jawa Barat, dan Rencana Pembangunan
Daerah Kota Bogor;

b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan Kota
Bogor Tahun 2025 bertujuan untuk menyelaraskan
program dan kegiatan pembangunan daerah Kota
Bogor Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,
Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat
Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan
Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;

c. bahwa untuk menjamin keselarasan perencanaan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang
merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota
Bogor untuk periode 1 (satu) tahun

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2017
Nomor 1312);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 2306);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran
Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 262);

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008
tentang  Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008
tentang  Tata Cara  Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
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22. Peraturan Daerah  Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017
Nomor 5 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2023 Nomor 10);

25. Peraturan Wali Kota  Bogor Nomor 119
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun
2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
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4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu)
tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi yang selanjutnya disingkat
RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat
untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode
1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat
Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bogor.

13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang
selanjutnya  disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida
Kota Bogor.

BAB II
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Kedudukan RKPD merupakan:

a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025; dan
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b. penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP Tahun
2025 yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, indikator
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan

b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2025.

(3) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk:
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku
kepentingan;

c. mewududkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

mengoptimalkan pemenfaatan sumber daya secara efesien, efektif
berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 3

Kepala Bapperida melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah
serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2025

Pasal 4

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai

Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
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2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2025
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam
tahun berjalan.

(2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota.

(2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD
kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk
dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai
berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana
pembangunan;
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b. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat
Daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan tahun sebelumnya;

d. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah; dan

e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi
penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,
TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

WALEER Ditandatangani secara elektronik oleh :
\‘2—{‘3 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA,
@&

ALMA WIRANTA, S.H.. M.SI (HAN)
Pembina Tk.|
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